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PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pdp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;
1. MARDIK SABIRIN, bertempat tinggal di Kp. Peuteuy No. 3, Rt/Rw
001/001, Kelurahan Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga,
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
2. BURHANUDDIN ST RAJO BUJANG, bertempat tinggal di Jalan
Pahlawan Nomor 30, Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. ALKASIAH, S.H.;
2. ELFIA WINDA, S.H.;
Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum
“ALKASIAH, SH & PARTNER” yang beralamat di Jalan
Bagindo Aziz Chan, Nomor 64, Tanah Hitam, Kota Padang
Panjang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7
Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
Lawan
1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Cq. Pemerintah Kota Padang Panjang, yang
berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 178, Kelurahan Silaing
Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman
Nomor 51, Kota Padang, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN Pusat), Cq Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq Kantor Badan
Pertanahan Kota Padang Panjang, yang berkedudukan di Jalan
Perintis Kemerdekaan Nomor 10 Padang Panjang, selanjutnya
disebut TERGUGAT llI;
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Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir di persidangan Kuasanya tersebut, untuk Tergugat | dan
Tergugat Il tidak hadir di persidangan sedangkan untuk Tergugat Il hadir
Kuasanya,

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pengugat telah menyampaikan
permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alenia pertama
berkaitan dengan pencabutan ditentukan bahwa Penggugat dapat mencabut
perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat
menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat belum
menyampaikan jawabannya maka permintaan Penggugat untuk mencabut
gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk
mencabut gugatan ini dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa gugatan ini
telah dicabut dan untuk biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar
penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan dalam RBg

serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;

2. Menyatakan bahwa Gugatan ini telah dicabut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 19 September
2019, oleh kami Supardi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Fauzan
Haryadi, S.H., M.H., dan Syofianita, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
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oleh Desifana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang,
serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat Il tanpa hadirnya Tergugat

I maupun Tergugat I,

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd Ttd
Muhamad Fauzan H., S.H., M.H., Supardi, S.H., M. H.
Ttd

Syofianita, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Desifana

Perincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Redaksi : Rp10.000,00
3. Relaas Panggilan : Rp359.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00
6. PNBP : Rp40.000,00

JUMLAH--------- : Rp520.000,00
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